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PETUNJUK OPERASIONAL(PO) 

PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI ( SKPG ) 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

1. TugasPokokdanFungsi Unit KerjaPengelolaKegiatan 

 
BerdasarkanPeraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan 

Nomor8Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, BidangKetersediaan dan 

DistribusiPanganmempunyaifungsisebagaiberikut : 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan  

dan distribusi pangan. 

b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan 

kegiatan penyelenggaraan urusan bidang ketersediaan dan 

distribusi Pangan. 

c. Penyiapan pelksanaan kebijakan di bidang ketersediaan 

dan distribusi Pangan. 

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang 

ketersediaan dan Distribusi Pangan 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan 

distribusi Pangan. 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas 

aesuai dengan tugas dan pungsinya. 

SedangkanTugasKasi Kerawanan Pangan :a. Merencanakan, 

mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan 

melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan 

Pangan. 

b. Penyusunan Program perencanaan dan pengolahan urusan 

kerawanan pangan,penyusunan bahan perencanaan operasional, 

program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kerawanan 

Pangan. 

c. Penyusunan Bahan Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengawasan dalam bidang kerawanan. 

d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan 

penanganan kerawanan pangan 

e. Melakukan penyiapan bahan Analisis  cadangan pangan dan 

penanganan kerawananan pangan. 

f. Melakukan Penyiapan rencana penanganan daerah rawan 

pangan 

g. Melakukan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan 

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem 

kewaspadaan pangan dan Gizi(SKPG) 

    i. Melakukan Penyiapan pendampingan penanganan daerah rawan 

pangan. 
 
 

2. Masalah yang Dihadapi 
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 Permasalahan yang 
dihadapidalammelaksanakantugasdanfungsiadalahmasihadanyadaerah di 
KabupatenPesisir Selatan yang tergolongkategorirawanpangan atau miskin 
7,97%,sehinggamelaluiKegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi(SKPG), 
mencarialternatifpeluangdanmemecahkanmasalahsertamampumengambilkeputusanuntuk
memanfaatkansumberdayaalammaupun manuisia 
secaraefisiendanberkelanjutansehinggatercapaikemandirian Pangan. 
 

3. KondisiSebelumKegiatandilaksanakan 
 

Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)dengan pengumpulkan data di 
Instansi terkait. 

4. Tujuankegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). 

Menganalisis situasi pangan dan gizi, meningkatkan kemampuan petugas dalam 

menganalisis situasi pangan dan gizi dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan. 

5. Sasaran 

Sasaran yang ingindicapaimelaluikegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan 

dan Gizi (SKPG) adalahterpetanya situasi pangan dan gizi dan terantisipasinya kejadian 

rawan pangan secara dini. 

6. Dana 
1. Dinas / Instansi  :DinasPanganKabupatenPesisir Selatan 

 
2. Program    : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & 
                                                   Perkebunan). 
 
3. NamaKegiatan  : Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan  Gizi (SKPG) 
 
4. SifatKegiatan   : Baru 

 
5. BagianBelanja  : Langsung 

 

6. JumlahBiayaKegiatan : Rp  24.934.000,- 
 

7. waktuPelaksanaan  : Januari - Desember 2019( 12 Bulan ) 
 

8. PejabatPelaksanaTeknis 
a. Kegiatan   Nama  : Arman, SP 
b. Jabatan   : Kepala SeksiKerawananPangan 

 
9. Bendahara Pengeluaran: 

a. Nama    :Yuliarsyam ,SE 
b. Jabatan    : StafDinasPangan 

 
10. Lokasi Kegiatan  : Kabupaten  

 
11. TolakUkurIndikator  

a. Masukan 
- Dana Tersedia  :Rp  24.934.000,- 
- Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019 ( 12 Bulan ) 
 

b. Keluaran    : TerlaksananyaKegiatan Pengembangan  
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Kewaspadaan Pangan dan  Gizi (SKPG) 
c. Hasil    :Terdatanya Sistem pemantauan dini kondisi pangan  

dan gizi masyarakat. 
 

9. RincianBiayaKegiatan yang tercantumdalam DPA TahunAnggaran 2019sebagai 
berikut : 

a. Hasil-hasil 
a. Input  :Jumlahdana yang dibutuhkan : Rp. 24.934.000,00 

JangkaWaktuPelaksanaan:12Bulan (Januari s/d Desember) 
b. Output  :TerlaksananyaPengembanganSistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi  

(SKPG) 
c. Outcomes:Terdatanya Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) 

Harga Pangan 
 

d.Impact : Termotivasinyamasyarakatdalampendataan kewaspadaan pangan dan 

 gizi ditingkat masyarakat. 
e.Benefit :Terkendalinyasistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). 

 
 
 
 

a. Keterkaitandengan Unit Kerja Lain 

KegiatanPengembanganSistem Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi(SKPG)berhubungandenganDinas Pertanian Tanaman Pangan,Hortikultura dan 
Perkebunan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan-KabupatenPesisir 
Selatan.  

 
 

b. OrganisasiKegiatan 

Denganmengacukepada : 
 
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, 

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib 

membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

6. Peraturan Presiden Nomor 83Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 

7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya loka. 

8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor9 tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019. 

9. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor:95Tahun 

2018,tentangPenjabaranAnggaranPendapatanBelanja Daerah (APBD) 

KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2019. 

10. KeputusanBupatiPesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019,  
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tentangPenunjukanPegawaiNegeriSipilMenjadiPenggunaAnggaran, 

KuasaPenggunaAnggarandanBendaharaPengeluaranPadaDinasPanganKabupat

enPesisir Selatan TahunAnggaran 2019. 

11. KeputusanKepalaDinasPangan : 521/01/Kpts/Pangan-2019, 

tentangPenunjukanPejabatPelaksananTekhnisKegiatan (PPTK)  

DilingkunganDinas Pangan Kabupaten Pesisir SelatanTahunAnggaran 2019. 

 

9.1 StrukturOrganisasi. 
 

DitetapkanSusunanOrganisasipadaKegiatanSitem Kewaspadaan 
GiziTahunAnggaran 2019adalahsebagaiberikut : 
a. Penanggungjawab Program/PenggunaAnggaran, 

KepalaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 
b. PenanggungjawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran, 

KepalaBidangKetersediaan dan 
DistribusiPanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 

c. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) Kepala SeksiKerawanan 
PanganDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 

d. BendaharaPengeluaranStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 
e. StafPengelolaKegiatanStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) 
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

KEPALA DINAS PANGAN  
 

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM / 

PENGGUNA ANGGARAN 

KABID KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI  
PANGAN 

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / KUASA 

PENGGUNA  ANGGARAN 

KEPALA SEKSIKERAWANAN PANGAN  

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

STAF DINAS PANGAN  

 
 

STAF PENGELOLA KEGIATAN 

STAF DINAS PANGAN  

BENDAHARA PENGELUARAN 

SEKRETARIS DINAS PANGAN 

PPK 



6 

 

9.2 TugasdanTanggungJawab 

 

DenganmempedomaniSuratKeputusanBupatiPesisir Selatan danPeraturan 

yang berlaku, makasecararincitugasmasing-
masingunsurpengelolakegiatanadalahsebagaiberikut : 

A. PenanggungJawab Program/PenggunaAnggaran 

9.A.1 Memberikanarahandanpetunjukumumdalamrangkamengoptimalka
nsumberdaya yang adabagipelaksana program dankegiatan. 

9.A.2 Melakukankegiatan monitoring danpengendalianataspelaksanaan 

program dankegiatan. 
9.A.3 MemberikanlaporankepadaBupatiataspelaksanaan program 

dankegiatan yang terdapatpadaDokumenPelaksanaanAnggaran 

(DPA) tahunanggaran yang bersangkutan. 
9.A.4 Mempertanggungjawabkan, 

menandatanganidanmemeriksaseluruhdokumen paling lambat 1 x 

3 bulan. 
9.A.5 MenandatanganiSuratPernyataanTanggungJawabPenggunaAnggar

an. 
9.A.6 Menandatangani SPM. 

9.A.7 Mengelolahutangpiutang yang menjaditanggungjawab SKPD. 
9.A.8 Menyusundanmenyampaikankeuangan SKPD. 
9.A.9 Mengawasipelaksanaananggaran SKPD 

9.A.1
0 

Melaksanakantugas-
tugasPenggunaAnggaran/PenggunaBaranglainnyaberdasarkankuas
a yang dilimpahkanBupatimelaluiSekretaris Daerah 

selakukoordinatorpengelolakeuangandaerah. 

 
 
\ 

B. PenanggungJawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran 
9.B
.1 

MembantuPenanggungJawabKegiatandalammelakukantugas yang 
dilimpahkandenganpertimbanganbebantugasdanrentangkendali/kom

petensidanpertimbanganlainnya. 
9.B
.2 

Pelimpahankewenangantersebut, ditetapkandenganKeputusanKepala 
Daerah atasusulKepala SKPD.      

 
 

C. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) 

 
9.C.1 MenyiapkanOrganisasiPengelolaKegiatan. 
9.C.2 Mengendalikanpelaksanaankegiatan. 

9.C.3 MengusulkankebutuhanbiayabulanankegiatankepadaPenggunaAng
garan/KuasaPenggunaAnggaran. 

9.C.4 Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan. 
9.C.5 Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaan

kegiatan. 
9.C.6 Dan tugas-tugaslainnyasesuai yang 

diaturdalamKeputusanPresidenNomor : 80 Tahun 2003 

tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah. 
 

D. StafPengelolaKegiatan 

Membantupelaksanaankegiatandalampelaksanaantugaspenatausahaan/a

dministrasisesuaidenganpetunjukpelaksanakegiatan. 
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E. BendaharaPengeluaran 
9.E.1 MelaksanakanpenatausahaanpengeluaranterhadapBelanjaLangsun

g (BL), UangPersediaan (UP), GantiUang (GU) danTambahUang 

(TU). 
9.E.2 Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA 

melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD. 

9.E.3 Mencatat SPP yang diajukankedalamregistardibuat 3 (tiga) 
rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD 
dalamlembarketigauntukarsipbendahara. 

 
 

DemikianPetunjukOperasional (PO) inidibuat, untukdipergunakansesuaiketentuan 
yang berlaku. 

 
  

Painan,  Januari 2019 

  
 
 

 
DiketahuiOleh : 

KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 

 

 

ALFIS BASYIR SE.M.Hum 
NIP.19700731 199403 1 004 

 


